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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah
menyelesaikan penyusunan “Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Triwulan III
Tahun 2023".

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan laporan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah selama Triwulan III Tahun 2023, dalam
mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini menyajikan pencapaian dan evaluasi
atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam lingkup
Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang
menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK
perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku
kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan
responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik,
holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional
yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memperhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara
komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh
kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai
dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi
pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai
bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode
Triwulan III Tahun 2023 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di
periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf apabila
terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan
Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan
serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong
peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Oktober 2023

NIP. 196810011996031003
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A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai
dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998,

mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres
ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta
pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun
2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon I,
LAKIN Eselon | dan LAKIN BPK.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan
mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XI11.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui
Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai
tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada
Departemen Dalam Negeri, Kementrian Agama, Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan
daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.
Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas,

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan
pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan
mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan
tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil
pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan,
mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta
mengelola sumber daya manusia, keuangan, hokum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang
telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan
Akuntanbilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi
Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja

Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja
BPK.
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C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan

Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
adalah sebagai berikut:

BPK PERWARILAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SERRETARIAT
FERWAKILAN
SUBAUDITORAT SUBAUDITORAT SUBAUDITORAT SUBAUDITORAT
JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH o
1 1 n v ;'fg“g‘m SUBRAGIAN
KEPA A PERaiAy  HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBHAGIAN SUBEBAGIAN
B SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN
JABATAN FURGSIONAL
SUBBAGIAN s
UMUM DAK TEXNOLOGI s‘i{“%“,“&“ !
INFORMAS! ’ |

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
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Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon Il sebagai berikut:

Sub Auditorat

Tugas: Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi

{19
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Sub Auditorat Jateng |

Lingkup Pemeriksaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Semarang

Kota Salatiga

Kota Semarang

Kabupaten Demak

Kabupaten Jepara

Kabupaten Kudus

Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang

Sub Auditorat Jateng Il

Lingkup Pemeriksaan

i5
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Kabupaten Boyolali
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Wonogiri
Kota Surakarta
Kabupaten Blora
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Sragen

Sohgecilyw Nc N SN RS e i

Sub Auditorat Jateng Il

Lingkup Pemeriksaan

Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Magelang
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonosobo
Kota Magelang

Sub Auditorat Jateng IV

Lingkup Pemeriksaan

O 00 N GO Ba DD

Kabupaten Boyolali
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Wonogiri
Kota Surakarta
Kabupaten Blora
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Sragen

Sekretariat Perwakilan

Tugas : menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan
masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan
fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Susunan organisasi : Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Tata Usaha Kepala
Perwakilan, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum, Subbagian Umum dan
Teknologi Informasi

Gambar 1.2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon Il




D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah per
30 September 2023 berjumlah 269 Pegawai Tetap (terdiri dari 12 pejabat
struktural, 187 pejabat fungsional pemeriksa, serta 70 staf dengan Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya), 2 Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja dan 30 Pegawai Tidak Tetap.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jumlah pegawai berdasarkan
Jabatan Jenjang Pendidikan

™ Jabatan Struktural

mS2
M Jabatan mS1/ D4
Fungsional
Pemeriksa m D3/ D1
Jabatan SLTA

Pelaksanan dan
Fungsional lainnya

Gambar 1.3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44.647.405.000,00
dengan target 663 output. Sampai triwulan Il Tahun 2023 telah dilakukan revisi
anggaran, sehingga alokasinya menjadi Rpb57.816.178.000 dengan target
sebanyak 698 output.

E. Isu Strategis
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Isu strategis tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Kinerja Pembangunan Pansimas pada dua entitas pemeriksaan

b. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata pada dua entitas pemeriksaan

6
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c. Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur pada dua entitas

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Sesuai GUID 5270-Guideline for the Audit of Corruption Prevention, program
antikorupsi utamanya berfokus pada 3 elemen utama yakni pencegahan
(prevention), deteksi (detection), dan reaksi (reaction). Adapun peran BPK

dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat dibagi menjadi empat kegiatan

yaitu:
Dilaksanakan oleh AKN / Dilaksanakan oleh Auditorat Utama
Perwakilan Investigasi (AUI)
a. Pencegahan c. Investigasi
b. Pendeteksian d. Dukungan Litigasi

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas, BPK perlu
menyusun Inisiatif Strategis (IS) “Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan
Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Negara”. Proses perumusan IS ini mendasarkan pada
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024
serta Arah Kebijakan BPK yaitu arah kebijakan pertama “peningkatan sinergi
dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara
secara berkelanjutan”, pada Strategi 2 vyaitu “meningkatkan kualitas
pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Pengampu IS ini
adalah AUl namun dalam pelaksanaan IS ini diperlukan sinergi dan kerja sama
dengan seluruh unit kerja lain di BPK baik di Kantor Pusat maupun Kantor

Perwakilan.

Salah satu aktivitas IS 2.2 adalah penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di
Entitas yang terdiri dari kegiatan Reviu Sistem Pencegahan Korupsi di entitas
melalui Pemeriksaan Non Investigatif, Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional
dan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK dan AN PK), Pemberian
pendapat atas Kebijakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Fraud
Awareness Training bagi entitas. Kegiatan reviu sistem dan pemeriksaan kinerja
Stranas PK dan AN PK dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik BPK tahun
2022 yang dikelompokkan pada pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 7
khususnya Program Prioritas (PP) 3 Penegakan Hukum Nasional. Pemeriksaan
tematik yang dilaksanakan adalah pemeriksaan efektivitas sistem pencegahan
korupsi dan Stranas PK.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara
melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah
satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK
2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra
sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan
penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK
dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping
menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu
tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain
menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana
pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK
nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan,
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan

negara.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun
yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja.
Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker
secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan
satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK
atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi
data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian
masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat
dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan
pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat
PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi.
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B. Target Kinerja

1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana
Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024,
maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan

ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

7@

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran Indikator Kinera Target
Apdd 647 405000 1 Pem dan Permerolehan 100%
X .

‘n’é 9‘5’ INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023 ‘n’é

Keaan yang 00%
Rp1# 565 606 000 i Harapan Penugasan

3 ndak Lanjut Rekomendas Hasi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Rp2b 081 799 000 +
4 batan Satuah Kers 100%

datam Pemerksaan Tematk Nasonal

S Tingkat Pemenuhan Pemetksaan darl Para 100%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pemangky Kepentingan
6 | Tinghat Pemenuhan Keteriibatan Satuan Kerja 100%
dalam Pemerisaan Tematik Lokal
Dalam rangka mewujudkan manajemen kineria organisas) yang: efektif, transparan dan akuntabel seria 17 indeks implementas Nilu Dasar 9% sangat
beranientas pada hasil, yang bertanda tangan di bawah int Memuaskan
Nama Hari Wiwoho, S.E.. M M. Ak, CA. CSFA
Jabatan Kepala Perwakalan Provinsi Jawa Tengah 8 Hasi Evabias ARIP A
(#9.00)
selanjutnya disebut Pibak Pertama
9 Tighat Pemantaatan Teknolog: dan Informasi 8%
Nama Stamet Kurntawan, M Sc . Ak, CSFA , CPA CFrA _ERMCY =t %
b pyls btk 10 Tinghat Penerapan Manajemen Pengetanuan 100%
Para Pemangku Kepentingan | Memuaskan
s Komunikas (340

selaku atasan prhak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Periangian Kinerja an Jam Dik1at Pengembangan 100%
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tabun 2023 Keberhasilan dan kegagaldn peacapaian larget

Kinerja tersebut menjadi @anggung jawab kami 113 Tingkat Kinerja Anggaran §8,50%
Pihak Kedua akan melakukan supervis) yang diperlukan scrta akan melakukan cvaluasi terhadap capaian

Kiner)a dari perjanyian ini Jakarta.  Desember 2022

Pihak Kedua, iJeag Pertama,
e— .
Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis. Antisipatif, M ( i
dan Responsif Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA.,  Hari Wiwoho, §.E., 'M.-M., Ak., CA., CSFA.
CPA., CFrA., ERMCP.

- Meningkatrya Pemeriksaan yang Bermuty Tingg) I

]
SASAAAN l Berkualitas } t pomariasan ]

o afl Bn of

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan,
Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja dan target
kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani
oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon Il dan Pejabat

Eselon |, dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V.

Untuk lebih jelasnya, berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH '. TW IlI/ Tahun 2023
J

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif,
dan Responsif

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tingg!

Meningkatnya Pemeriksaan Meningkatnya Layanan
Berkualitas Pemeriksaan

Gambar 2.2 Peta Strategis Tahun 2023

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan
suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen
kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor,
mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian
tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024.
Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk
implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen
Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja
dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan
validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh
inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah

data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas
aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi
data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan
capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan

yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.
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Tabel 2.1
INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

Pemenuhan Pengendalian dan

IKU 1 | Pemerolehan Keyakinan Mutu 100%
Pemeriksaan
KU 2 Tingkat Kesesuf'nan Hasil Pemeriksaan 100%
yang Memenuhi Harapan Penugasan
Persentase Penyelesaian Tindak
IKU 3 | Lanjut Rekomendasi Hasil 75%
Pemeriksaan
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan
IKU 4 |Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100%
Tematik Nasional
KU 5 Tingkat Pemenuhan Perpenksaan dari 100%
para Pemangku Kepentingan
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan
IKU 6 |Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100%
Tematik Lokal
Sangat
IKU 7 |Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Memuaskan
(5,00)
IKU 8 |Hasil Evaluasi AKIP W
(89,00)
IKU9 |Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan 98%
Informasi
IKU 10 |[Tingkat Penerapan Manajemen
100%
Pengetahuan
IKU 11 [ Tingkat Kepuasan Para Pemangku Memuaskan
Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (3,80)
IKU 12 [Pemenuhan Jam Diklat
: 100%
Pengembangan Kompetensi
IKU 13 |Tingkat Kinerja Implementasi 88,50%
Anggaran
2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2023
Rencana Aksi menyajikan aktivitas utama per triwulan dalam rangka

pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi unit kerja. Pada bagian

ini hanya dijelaskan secara umum atas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung

pencapaian setiap indikator kinerja yang diampu oleh unit/satuan kerja.

Rencana Aksi secara detail dalam bentuk tabel menjadi lampiran laporan ini.
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RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

TAHUN 2023
Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 12023
-
Strategi 2 va Kualitas Pe ik Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
Sasaran Meningkamya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi
KU1 Pemenuhan 100% - 40% 40% 100% Desember | Januari dan Februan 2023
Pengendalian 2023 o M dan kegiatan p
dan Semester I sesua dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui
Pemerolehan pemenuhan Quailty Conrol (QC) Pemeriksaan yang
Keyakinan Mutu dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan
Pemeriksaan Quaiity Assuramce (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat
truktural P (PSP)

Maret 5.d. Mei 2023
. \iamg,htthCdanPTdanP]mehlm lapming dan diskus:
mingguan pada pemeriksaan Semester [
Tum 2023
* Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan
Tennci LKPD atas 36 entitas
Juli dan Agustus 2023
* Perencanaan pemeriksaan disusun secara akurat dan lebih awal
* Penyusunan tim disusun lebih awal dan matang
September s.d. Desember 2023
* N kegiatan V Semester II sesuai
dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalut pemenuhan Qualin
Control (QC) Pemenksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat

* /(QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
Pemenksaan (PFP) dan Quallty Assurance (QA) vang
dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
mmocmvrmwwﬂmummm.

Semester II

mingguan pada pemeriksaan
~Pemem:thAdeCdalnpehhmupenwnmm

IKU2 | Tingkat 100% 3 n 2 100% Desember lmmda!:‘.ahnw 2023
Kesesuman 2023 * Rapat keordmasi Pemyusunsn Rencana Pemenksasn Tabun
Hasil 2023
Punmhunum Maret 2023
vang Mement * Rapat kpordinasi F Rencana Semester I
Hepm Tahun 2023
Penugasan .

April 3.4 Jumi 2023 - -
Juls dap Agustus, 2023

.

Tahun 2023
September dan Oktober -
November dan Desember 2023
* Mereview kgsesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinema
dan DTT dengan Haraoan Penneasan
IKU3 | Persentase 75% 75% 75% 7% 75% Desgmber | Januan s.d. Me: 2023
Tindak Lanjut 2023 * Mendorong entitas agar segera menyelesakan rekomendasi
BPK

Rencana Pemenksaan Semester 11

Hasil * Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui

Pemeriksaan aplikas: SMP dan SIPTL

» Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui
SIPTL

» Venfikas dan validas tindak lanjut atas penyelesaian tindak
lanjut vang terhambat penvelesaian statusnya ked alam status
Telah Selesai (TS)

Juni 2023

Pe

engumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut
Hal Rekomendasi Hasil Pemeniksaan (TLRHP) untuk Semester I
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Jul sd November2023
» Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi
BPK
s Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalu
aplikas SMP dan SIPTL
» Kegatan venfikas: dan validas: dokumen tindak lanjut melalui
SIPTL
* Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak
lanjut vang terhambat penyelesaian statusnya ked alam status
Telah Selesa (TS)
Desgmber 2023
* Pengumpulan baha dalam rangka Pemutakhiran Tindak Laniut
Rekomendasi Hasl Pemenksaan (TLRHP) wotuk
Semester IT
IKU4 | Tingkat 100% - . . 100% Desember. | Januan dan Februgr 2023 : -
Pemenuhan 2023
Keterlibatan latet s, dumi 2023 -~
Satuan Kenja * Memastlkan alokas anggaan pemenksaan temank
dalam Bz,
Pemeriksaan * Koordinasi terkait tema pemeriksaan tematk nasional dalam
Tematik tangka DRrslapAR Demenksaan
Nasional Tuli 5.4, Agustus 2023
* Persiapan SDM dan sprana prasarana pemenkaaan tematk
nasional
September s.d. November 2023
* F mmmmmmm
Desember 2023 -
IKUS | Tingkat 100% 100% 100% 100% 100% Dessmber mum*w
Pemembn 023 * Melakukan pexencansan anggaan Jka 1edaps, peTRMAN
Pemeriksaan nemenksaan. dan Rewangky kepentinzan
dari Pana * Mengalokapkan tenaga pemenksa unuk  membenkan
Pemangku konmibusi dalam pemenksaan dan pemangky kepeubngan.
Kepentingan Apnl 5.4 Jypi 2023
* Memmgzu pemumtaan pemenkam  dan  pemansku
. 1k3aan yane dipenmiabkan oleh Badan 1ika
terdapat permuntaan dan pemanzky kepentnzan.
wﬂSep(emba 2023
permmtaan  pemenikiasm  den.  psmangkn

m&nmmsdwmmww
terdapat pecnintaan. dan. pemangku kepentinzan

muummzozs
Mmm pemenkasn  dai  pemanghu
mmmmmusmwmwmm
terdanat penmuntaan dan pemanzku kepent
IKU6 | Tingkat 100% . - - 100% Desember | Januan,sd Apnl 2023
Pemenuhan 2023
Keteslibstan Me: dan Jupy 2023
Satuan Kerja * Memastkan alokas) angaaan untuk pemenksaan tematk lokal
dalam Juli dan Agustag 2023
Pemenksaan . erkail pelaksanaan
Temank Lokal mmmtmwkbhlm o o
¥ pemeriksan tematik lokal yang sesual dengan.
kebiiokan stratezl veoenksaan. BPK dan. isu strategis vang
memiadi  perbafien  masyarekal
* Menyusun tm Pemenksaan Temank Lokal
September 5,4, November 2023
* Melaksanakan Pemenksaan Tematk Lokal
Deasmber 2023 - -
KU 7 Indeks Sangat - - - Sangat Memuaskary Desember | Januan s.d Mares 2023
Implementas: Memuaskan| (5,00) 2023 » Momtoring data m mvmg el hnk\m
Nilai Dasar (5.00) kepentiogan, deogan, nemenksaan. dan
BPK mmm meamm& kb)h dan
tiga kal beytung di eotitas vame sama sebagai bahan
pertizmbangan penyeasan pemenksaan LKPD

Wmmmmwmmmm
dalam. Penzahen Dimpinan mauoun w@eat - anat vang

MMMTMWMW

memm
April 5.4 Jugi 2023 : -

Tuli 5.4 September 2023
* Mengmformasikan dan monitorng responden wituk, mengish
\uexismex terkait imnlementasi vl dasar BPK

Obiobe 5. Dessmber 2023 -
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mmm*w
mma&ummmmu
* Pengelolaan kinena dalam rangka psmenuban target kinena

dengan mengacy pada aturan berlaky
wmmzou

Mmsmmwms
* Pengelolsan kipena mm pemenuban target nena
dengan mEngAcH Rada atwan

§ WWMWMWNW

| Akapencapuan kpena berdasarbasl saluass |

Ohiobsx 5.4 Dessiber, 2023

* Pengelolaan kinens dalam rangks pemcnuban target kinega
ENRaN MERRASU DAJA TIAD.
* Evaluas Pencapaian Kinera Trwalan 11 2023 dan Rencana
Ak pencapaian kinena berdasy hasl evaluas
* Penvusunan LAKIN Tahyy 2023
IKU9 | Tingkat 98% 28% 93% 95% 98% Desesber. mmmzon
Pemanfaztan 2023 * Pumpman  mendorong  pelabsanakan  tupoks  dengan
Teknologi dan munm&mu;xmﬂvm uuhmummm
Informasi seperti

BEREZURAAD
mmmmarxswm dsb
(SIAP LK. $13P Banparpol)

* Menggunakan email BPK untuk sezoua tugas kedinasan
* Pimpinan mendorong  pelaksanakan  tupoksi  dengan
mammmn\mmwmmm

REBANEL memahsimalkan
mmmmm
wsxsmt
email BPK untuk sezua tigas kedinasan
* Pimpinan wendorons  peldkaanshan  tupoksi  demean
wemantaatkan, lavanan T1 vang telah disediakan kepada

selunub pegawl. sepert BEREEaa) emall
mmmmwwu
SKAP Basparpel)

*_Mengzunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan

* Pippnan  mendorong  Relakiapakan  tpoka  dengan
mmﬁ.kamﬂ\wmwm

mmu e ek
wmm pikast m mmm data
pada SISDM

* Menggunskan emal BPK untuk semuz tugas kedinasan

IKU10 | Tingkat 100% 5% 37,5% 5% 100% Descmber. | Januan. s.d Maist 2023
Penerapan Qaktoates) | G atigtas) | (4 aktivites) (4 aktivitas) 2023 * Evaluasi Penerapan Best Praciise Tahun 2022
Manajemen * loventanisis ysulan Best Praciize & Perwakilan
Feogetilaun » Melaksanakan akfivitas manalswen PEREStahNAn.
(Diklat, peer assist)

M&&d September 2023
aktatas

(In House Training)
Okteber 5.4 Desember 2023

(In House Training)

KUIl | Tmgkat Memuaskan - = : Memuaskan | Desember | Januari 5.4 Egbruan 2023
Kepuasan Para | (3,80) G330 2023 * Menngkatian komwkas: dan kenasama untuk mensmghatkan

;\pm;,aw. 2023
* Mengiimkan form survey kepuasan kinena Pemeniksa wamk
vemenksean LKPD ke seluh enitas

Rencana Akst EPK Perwakalan Provinst jawa Tengah Tahun 2023
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l_m 2023

mwmmmmmmm

. Mmm!mmm apgka kredit, jam diklat dan
tonik. konopstensi pegawal

&mmn
* Mengmyentarisisas,
tonik penrembangan kompetens

mzoﬂs

mmmmmgmm

Jupi 2023
* Mengmyentansisan kebutuban angka kredit, jam dikat dag
1Rk pengRembanzan KRrpetens: pREanal

Melaksanakan pengembangan kompetens
WMW(B%W

selama 2 tahun atan
40 jam pelajaran selama 1 dan non pemenksa (20 jam
sslama 1

pelajaran

mzoﬂa
* Mengmyentanizisas kebunuban angka bredit, jam dikat, den
1onik. DeRECRbANgAN KSmRSIENS) DERAWEL
* Melaksanakan kompetens dengap mengiku
mhuhmbm!mmka(ﬁo jam pelaiatan selama 2 tahun atau
ijndﬂm 1 tabun) dan non pemenksa (20 Jam

mzon

* Menginventansisasi ksbutuhan sogka rsdit, jam dlat, dan
wmkmmhmmkmm

dengen mengikuli

nchﬁ)un 2 m(so»mmwzmm

40 jam pelajaran selama ! tabun) dan non pemenksa (20 jam

peluaran sslama 1 tahu)

Sepmbuzozs
* Menginventanisisasi kebutuban angka kredit, jam diklat, dan
topik pengembangan kompetensi peawal
* Melaksanakan pengembangan kompetens) dengan mengikuti
mwm(so Jam pelaiaran selama.2 tahun atan

sclama 1 tabun) dan noo pemeriksa (20 jam

* Melalsanakan pengembangan kompetens: dengay mengikus.
mhntmhl(komndnm selama.2 tahun atau
40 jam pelajaran selama 1 tabu) dan non pemenksa (20 jam
pelaiaran selama 1

November 2023

* Menginventarisisasi kebutuban angka kisdit, jam diklas dan
mn\kmzmhinmkmmu

kompetens) dengan mengikub.
WMW(WMWMIWM
40 jam pelajaran selama 1 tabup) dan non pemeniksa (20 jam
pelaiaran sclama | tahun)

;mmww

* Mengmyentanasan kebutuban sogka kredit Jam dikdat, dan
topik. pengembangan kompetensi peganal
* Melakianakan psngcmbangan mengilut.
mwmmmm(w“mwmzmm
40 jam pelajaran selama | tabuy) dag non pemenisa (20 jam
Relaiaran selama 1 tahun)

IKU 13

Tingkat Kinerja
Anggaran

88,5%

88,5%

88,5%

88,5%

88,5%

2023

*_Menyusun data capaian output

mzoz;
* Mglakoan rapat keordinasi evalussh pengelolaan ansgiaan
TA.2022 anxm.mn 2022

* Menyusun Dokumen penganzeaan dan Pemantausn atas.
pelakianasn reallsan Angsaran

* Menyusun data capaian output

* Menyusun, Dokumen pengangzaan dan Pemantausn atas
pelakianaan realisas Anzsatan

Esbruari s.d Jup 2023
* Monitoring dan. memyMsun data capaian output dan. realisasi
WEEAT

@
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Juli 2023
San
mmm
Agustus 8. November

. Mshbahn mpat evaluss pengelolasp anggmrsn TA.2023
ester |
Menyuswn Dokumen pengangzaran dan Pemantausn atas

| - Memuspdatacapgapoueput. 00 0 |

* Mouitoring dan menvusun data capaian output dan realisasi

Desember 2023
.

Melakukan
Semester I

* Menvusun data capaisn output.

Keterangan:
Kolem (1) : Dilsi dengan nomer. unt IKU UnivSgtuan Keria
Kolom (2) : Dilsi dengan nomenklatur IKU Unit Satuan Keria.
Kolom (3) : Diist dengan Target Tghup 2022
Kelom (4) 8.4.(D : Dis/ dengan targer maksimal setiap rhwilan dengan mepperhaiikan proses bisnts wnitsqiuan keria dan iuga target ighunan.
Kolom (8) : Dilst dengan rencang wakly peneiesalan.
Kelom (9)  Rils| dengan rencang §egi ktiviias yang mendul Kinerig
Rencang. kegiatan merupakan langkah-langhah. dari wit'satuan keria yang disusin secard vincl dan lengkap pada tbwwlan I 1l 1L dan IV.
Uniz siugn keria difarapkan dagal menggambarkan upaya-upaya vang akan duakukan melalul rencana kegiatannya wrsebus agar pada akhir tahun
pencapaian Kineria dapas ersapal.
Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumban jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan
direncanakan setiap triwulan (minimal 4 aktivitas yang berbeda selama Tahun 2023).
3
Rencana Akst BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh

ltama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong

peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Selama 3 tahun terakhir, hasil evaluasi AKIP pada Perwakilan Jawa Tengah telah

mengalami peningkatan. Atas hasil tersebut, Perwakilan Jawa Tengah senantiasa

berupaya melakukan perbaikan, diantaranya :

1,
2.

Melakukan analisis permasalahan pada Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
Adanya dukungan dan komitmen dari Manajemen serta pengelola kinerja di
Perwakilan Jawa Tengah; dan

Komunikasi intensif dengan Itama terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan.

Capaian Kinerja Organisasi
Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut

dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan,

validasi, dan reviu data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai
berikut:

T

Pengukuran kinerja menganut prinsip se/f assessment dimana data realisasi
kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator
terhadap nilai targetnya) yaitu:
a. maximize - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
b. minimize - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
c. stabilize - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan

range sebagai berikut:

17



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH !1 TW Ill/ Tahun 2023

Color Range Deskripsi

Skor = 100

80 = Skor < 100

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat
mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi
masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung
jawab atas indikator

5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan

waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

Selama Triwulan [11/2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah
melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta pemantauan tindak lanjut semesteran;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan perkantoran; dan

3. Pengembangan inovasi perwakilan dalam bidang kearsipan.

Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar
berikut:

Skor Kinerja Lima Tahun Terakhir

f
{
i

Skor Kinerja

2018 2019 2020 2021 2022
TAHUN
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Capaian kinerja atas tiga belas indikator secara rinci disajikan pada tabel
berikut:

Tabel 3.1

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pemenuhan Pengendalian dan

IKU 1 | Pemerolehan Keyakinan Mutu 100% 40% 40,00% | 100,00
Pemeriksaan

KU 2 Tingkat Kesesugxan Hasil Pemeriksaan 100% 0% 0,00% 0,00
yang Memenuhi Harapan Penugasan
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut

5 3 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan i e iatodt §
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan

IKU 4 |Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100% 0% 0,00% 0,00
Tematik Nasional

KU 5 Tingkat Pemenuhan Perpenksaan dari 100% 100% | 100,00% | 100,00
para Pemangku Kepentingan
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan

IKU 6 |Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100%
Tematik Lokal

IKU 7 |Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00

IKU 8 |Hasil Evaluasi AKIP 89,00

IKU 9 Tingkat l?emanfaatan Teknologi dan 98% 95% 83,90% | 88,31
Informasi

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen 100% 50% 101,43% | 105,00
Pengetahuan
Tingkat Kepuasan Para Pemangku

st Kepentingan atas Kualitas Komunikasi S
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan

IKU 12 Kompetensi 100% 70% 94,78% | 105,00

IKU 13 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran| 88,50% | 88,50% | 88,59% | 100,11

Adapun perbandingan realisasi Triwulan Ill Tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun

terakhir sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Program/Sasaran Indikator Kinerja wiy | Twiy Tahun Tahun
Kegiatan 2023 2023 2022 2021
(1) (2) 3) 4) (5) (6)
Meningkatnya Pemenuhan Pengendalian
Pemanfaatan Hasil | dan Pemerolehan Keyakinan 40% 40,00% 98, 1% 86,22%
Pemeriksaan Mutu Pemeriksaan

Tingkat Kesesuaian Hasil
Pemeriksaan yang Memenuhi 0% 0,00% 100% 100%
Harapan Penugasan

Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Rekomendasi 75% 93,87% 92,47% 87,71%
Hasil Pemeriksaan

Tingkat Pemenuhan

Keterlibatan Satuan Kerja
dalam Pemeriksaan Tematik e 0,00% 102,01% 100,88%

Nasional

Tingkat Pemenuhan
Pemeriksaan dari para 100% 100,00% 100,13% 100,29%

Pemangku Kepentingan

Tingkat Pemenuhan

Keterlibatan Satuan Kerja o &
dalam Pemeriksaan Tematik - L00% 101,11% 100,99%
Lokal
Meningkatnya Indeks Implementasi Nilai
Pemeriksaan Dasar BPK 4,34 443
berkualitas
Meningkatnya Hasil Evaluasi AKIP 90,14 86,01
layanan ]
pemeriksaan Tingkat Pemanfaatan 95% 83,90% | 96,21% | 99,18%
Teknologi dan Informasi s ’ ’
Meningkatnya

Tingkat Penerapan 9 9
Manajemen Pengetahuan 50% 101,43% 101,43% 100%

Tingkat Kepuasan Para
Pemangku Kepentingan atas 4,26 4,09
Kualitas Komunikasi

Pemenuhan Jam Diklat o o
Pengembangan Kompetensi ey 94,754 100,00% 100%

Tingkat Kinerja 9 9
Implementasi Anggaran 88,50% 88,59% 90,62% 91,21%
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Perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel

berikut:
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun
Target Kinerja Lima Tahun Capaian
TW I/
2023
Realisasi terhadap
No Indikator Kinerja TW Il 1:':'%;!
/2023
2020 2021 2022 2023 2024 Reniiea
(Tahun
2024)
(1) (2) 3) ) (5) (6) (7) (8) )
1. | Pemenuhan Pengendalian dan
Pemerolehan Keyakinan Mutu 100% 100% 100% 100% 100% 40,00% 40,00%
Pemeriksaan
2. | Tingkat Kesesugian Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%
yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. | Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil 75% 75% 75% 75% 75% 93,87% 125,16%
Pemeriksaan
4. | Tingkat Pemenuhan  Keterlibatan
Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%
Tematik Nasional
3. | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari | o050 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% 100%
para Pemangku Kepentingan
6. | Tingkat Pemenuhan  Keterlibatan
Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%
Tematik Lokal
7. | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00%
8. | Hasil Evaluasi AKIP 86,00 | 87,00 88,00 89,00 | 90,05 0,00%
9. | Tingkat .Pemanfaatan Teknologi dan 95% 96% 97% 98% 100% 83,90% 83,90%
Informasi
10 | Tingkat ~ Penerapan  Manajemen | g4 | 005 | 100% | 100% | 100% | 101,43% | 101,43%
Pengetahuan
11. | Tingkat Kepuasan Para Pemangku
Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00%
12. | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan
Kompetensi 100% 100% 100% 100% 100% 94,78% 94,78%
13. | Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran 87% 87,5% 88% 88,5% | 89,7% 88,59% 98,66%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:
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IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu

Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan

keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)

2. hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang
diterbitkan

Tabel 3.4 Capaian IKU 1

IKU 1 Tahun
Pemenuhan Pengendalian dan TWII/
Pemerolehan Keyakinan Mutu 2020 2021 2022 2023 2024
Pemeriksaan

Target 100% 100% 100% 40% 100%

Realisasi *) 78,47% 86,22% 98,11% 40%
Capaian 78,47 86,22 98,11 100

Persentase Realisasi terhadap Target 0 :
Tahun 2024 98,11% 40%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan telah

terealisasi 40%, sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Triwulan Il1.

Dalam mendukung ketercapaian target ini, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu
pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar reviu sampai

dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah
mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi
SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan
pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara
berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini
bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah
pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar
serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan

telah dilaksanakan.

N
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IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan
Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja
Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam  Program
Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tabel 3.5 Capaian IKU 2

IKU 2 Tahun
Tingkat Kesesuaian Hasil Wi/
Pemeriksaan yang Memenuhi 2020 2021 2022 2023 2024
Harapan Penugasan

Target 100% 100% 100% 0% 100%

Realisasi *) 100% 100% 100%
Capaian 100 100 100
Persentase Realisasi terhadap Target . . 100%
Tahun 2024

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
akan terealisasi pada Triwulan 1V, setelah Pemeriksaan Kinerja dan DTT selesai

dilaksanakan. Sehingga pada hasil pengukuran Triwulan Ill, belum terdapat realisasi.

Perwakilan Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk senantiasa menjaga
kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Hal ini membutuhkan
dukungan dan komitmen seluruh unsur dari Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan
pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta Harapan

Penugasan.

Peran unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu
menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan untuk kepentingan publik yang dilaksanakan secara efektif,

ekonomis dan efisien.

Selain itu, perwujudan komitmen ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan
berupa /in-house training, knowledge transfer forum, atau rapat-rapat pengarahan
antara manajemen dengan para pemeriksa sehingga dapat terwujud sinergi dalam

menjaga komitmen.

N
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IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah
Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan

berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada

auditee sejak tahun 2005.
Tabel 3.6 Capaian IKU 3

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tahun
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil TWII/
Paiilkanai 2020 2021 2022 2023 2024

Target 75% 75% 75% 75% 75%

Realisasi *) 85,78% 87,71% 92,47% 93,87%
Capaian 105 105 105 106

Persentase Realisasi terhadap Target o o)
Tahun 2024 123,29% 125,16%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 3- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan pada TW [11/2023 adalah sebesar 93,87% dari target sebesar 75%,
sehingga skor capaiannya sebesar 105. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah

setempat.

Secara rinci, penghitungan persentase atas IKU-3 sebagai berikut:

Formula

((@a +d)/e)x 100%

3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a) = 28.717
3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b) = 1.677
3.3. Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (c ) = 203
3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d) = 77
3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee (e) = 30.674

Realisasi pada TW [lI/2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketercapaian target ini didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah bersama dengan para stakeholder untuk meningkatkan

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat

24



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH ;z TW 111/ Tahun 2023

pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan
(SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Untuk mempertahankan capaiannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan
senantiasa berupaya untuk mengupayakan langkah-langkah strategis dan simultan
dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Selain itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah melalui dosir-dosir entitas senantiasa
mengingatkan kepada Inspektorat tiap daerah sebagai cowunterpart untuk selalu
memperbarui data tindak lanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
(SIPTL).

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan
Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana
pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis,
RPIMN,/D dan SDG'’s

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang
diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu
strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU
ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan. IKU Tingkat
Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan tematik Nasional akan

terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian IKU 4

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Tahun
Keterlibatan Satuan Kerja dalam TWIII/
Pemeriksaan Tematik Nasional o £hel 202 2023 .

Target 100% 100% 100% - 100%

Realisasi *) 101,52% 100,88% 102,01%
Capaian 101,52 100,88 102,01

Persentase Realisasi terhadap Target ‘
Tahun 2024 102,01%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi, IKU 4 akan terealisasi pada Triwulan IV.
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IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para

pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan
pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan [PH.
Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi

permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan
Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan

Surat Keluar Penyampaian LHP.
Tabel 3.8 Capaian IKU 5

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Tahun
Pemeriksaan dari para Pemangku 2020 2021 2022 TW I/
Kepentingan 2023

Target 100% 100% 100% 100%

Realisasi *) 100% 100,29% 100,13% 100%
Capaian 100 100,29 100,13 100,00

Persentase Realisasi terhadap Target
Tahun 2024 100,13% 100%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah mengelola permintaan pemeriksaan
dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam

satu Unit Kerja Eselon | yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Standar penilaian IKU 5 adalah apabila ada permintaan perhitungan kerugian

daerah/negara dari pemangku kepentingan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan
Tematik Lokal

IKU ini  bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana
pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG’s.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang
dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang
menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan

minimal satu kali dalam periode Renstra.
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Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana
pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'’s,

dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.
Perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Capaian IKU 6

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Tahun
Keterlibatan Satuan Kerja dalam TWII/
Pemeriksaan Tematik Lokal 2020 2021 2022 2023 2024
Kepentingan
Target 100% 100% 100% 0% 100%

Realisasi *) 100% 100,99% 101,11%
Capaian 100 100,99 101,11
Persentase Realisasi terhadap Target 101.11%
Tahun 2024 :
*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi, IKU 6 akan terealisasi pada Triwulan V.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi

misi dan nilai dasar BPK.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh
seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar
bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sesuai rencana aksi, IKU 7 akan

terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU 7

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Tahun

Dasar BPK 2022 Wi/

2023 2024

Target 5,00 0% 5,00

Realisasi *) 4,84
Capaian 96,80
Persentase Realisasi terhadap Target

Tahun 2024 ek

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sejak tahun 2022, capaian atas IKU 7 mengalami peningkatan. Hasil ini menunjukan
bahwa nilai — nilai dasar BPK telah menjadi budaya kerja yang mulai diterapkan

dengan baik oleh para pegawai.

N
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Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan

senantiasa berupaya:

1) Mengadakan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK

2) Mengingkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai
dan pimpinan di BPK

3) Memberikan reward dan punishment secara adil terhadap pelaksanaan
implementasi nilai dasar

4) Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan
pekerjaan

5) Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah
perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi dijgital. Dengan
adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor.
Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran,
responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei real/time.
Sedangkan manfaat bagi pihak swrveyor berupa efisiensi tenaga surveyor,

pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei real/time.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi

akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di
BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari

[tama. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Capaian IKU 8

Tahun
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP 2021 2022 T;I:I)ZII;I 2024

Target 86,00 88,00 0% 90,05

Realisasi *) 86,01 90,14
Capaian 98,86 102,43
Persentase Realisasi terhadap Target

Tahun 2024 Lt

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki

aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan
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evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar

output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai Rencana Aksi, IKU 8 akan terealisasi pada Triwulan IV.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memantaatkan layanan TIK dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU ini diukur berdasarkan pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN)

dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Untuk mendorong /7 culture di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan

memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

1. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%) diukur dari pembaruan data
(updating) data masing-masing pegawai dalam satu unit kerja pada menu
LHKPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%) diukur dengan
memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk
untuk Pejabat Stuktural sampai level Pejabat Eselon IV dalam satu unit kerja.

3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%) diukur dengan memperhatikan
log akses aplikasi SMP dalam satu unit kerja Pemeriksaan.

4. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%) diukur dengan memperhatikan
log akses aplikasi SiAP untuk setiap Tim Pemeriksa dalam satu unit kerja.

5. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (25%) diukur dengan
memperhatikan log akses aplikasi SiPTL dan tingkat validasi level satuan kerja

atas data tindak lanjut yang diinput entitas.

Tabel 3.12 Capaian IKU 9

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan AR

Teknologi dan Informasi 2020 2021 2022 e

2023

Target 95% 96% 97% 95%

Realisasi *) 99,18% 99,18% 96,21% 83,90%
Capaian 104,39 103,31 99,19 88,31
Persentase Realisasi terhadap Target

Tahun 2024 99,19% 83,90%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)
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Realisasi IKU-9 pada Triwulan I/ 2023 sebesar 83,90% masih dibawah target
triwulan yang ditetapkan (95%), sehingga skor capaiannya sebesar 88,31. Secara

rinci dapat dijelaskan pada formulasi berikut:

Formula

a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM = 97,50%
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN = 91,39%
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP = 77,78%
d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP = 52,00%
e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL = 98,94%

Meski demikian, IKU ini telah menunjukkan bahwa para pegawai telah
memanfaatkan layanan TIK secara optimal yang ditandai dengan tingginya
kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai tersebut perlu terus
ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun sosialisasi kepada
seluruh pegawai sebagai user. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara
menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan,
pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi

dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan
manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan
pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan

pengetahuan.
Pengukuran Manajemen Pengetahuan dilihat dari dua unsur, yaitu:
A. Innovative Practice (tingkat penyusunan atau penerapan Best Practise) yaitu:

1) Usulan Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK
yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi

dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Satuan kerja dapat
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B.

mengajukan kembali usulan best practice yang pernah diajukan pada tahun
sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update.

2) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses
validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit Kerja selain pengusul
BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas
kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek

inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi.

Untuk Tahun 2023, Perwakilan Jawa Tengah telah mengusulkan Best Practise
dengan judul Manajemen Integrasi kalender akun bpk.go.id yang telah di akui
dan mendapat pengesahan dari Tim Penilai Best Practise melalui Nota Dinas
Kepala Direktorat PSMK No. 577/ND/XI1.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan
sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode
tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi
kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan
dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring
sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK Rl No 60 Tahun 2019

tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Sampai dengan Triwulan lll, aktivitas manajemen pengetahuan yang sudah

dilaksanakan meliputi:

1) Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2022
2) Peer assist
3) Wawancara Berbasis Pengetahuan "menciptakan suasana kerja yang
kondusif"
4) In House Training :
e Tips dan Teknik Pemeriksaan Internasional (IAEA)
e Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan

e Pemeriksaan Bangunan dan Gedung

Atas output tersebut, maka realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen

Pengetahuan pada Triwulan IlI Tahun 2023 sebesar 101,43%, dengan target

triwulanan yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga mendapat skor 105. Hal ini
mengindikasikan bahwa Manajemen Pengetahuan telah terdokumentasikan dengan
baik.
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Tabel 3.13 Capaian IKU 10
; Tahun
IKU 10 Tingkat Penerapan Wi/

Manajemen Pengetahuan 2020 2021 2022 2023 2024

Target 100% 100% 100% 50% 100%

Realisasi *) 150% 100% 101,43% 101,43%
Capaian 105 100 101,43 105,00

Persentase Realisasi terhadap Target = ;
Tahun 2024 101,43% 101,43%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Penerapan manajemen Pengetahuan selama dua tahun
terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan. Diharapkan capaian baik ini dapat
dipertahankan hingga akhir tahun Renstra BPK 2020-2024. Ketercapaian tersebut
didukung oleh komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan

mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet
BPK dan aplikasi JASMIN untuk mengunggah usulan best practice. Manfaat yang
diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta

kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi best practice.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan

rutin dan strategis antara lain.

1) Peningkatan pemahaman atas knowledge management dan best practice;

2) Sistem rewarding atas usulan Best Practice dari satker yang terpilih menjadi
Best Practice level BPK Wide secara lebih memadai;

3) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait Anowl/edge
management dan best practice yang melibatkan satker di lingkungan BPK;

4) Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal knowledge
management terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan

portal sebagai sarana/media best practice sharing.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS Best Practice Sharing diharapkan
dapat meningkatkan pengelolaan best practice sesuai dengan Roadmap
Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga

pelaksanaan best practice di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.
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IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas

Komunikasi

IKU ini ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan
kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan

di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas
kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker
terkait di BPK.

Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
diukur melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan,
dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAl, KAP, Perguruan
Tinggi, dan media massa), auditee, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum
(IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan
perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah

barat dan timur.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

1,00 - 1,99 sangat tidak memuaskan
2,00 - 2,99 tidak memuaskan
3,00 - 399 memuaskan

4,00 - 5,00 sangat memuaskan

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para
Pemangku Kepentingan atas
Kualitas Komunikasi

Target

Realisasi *)

Capaian

Persentase Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.14 Capaian IKU 11

Tahun
2021 2022

3,80 3,80
4,09 4,26
106 106

TWII/

2023 2024

0 3,80

112,10%
terhadap Target Tahun 2024 A%
*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi Tahun 2023, IKU 11 akan terealisasi pada Triwulan IV.
Berdasarkan tabel diatas, IKU 11 telah mengalami peningkatan selama tiga tahun
terakhir. Ketercapaian tersebut didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang baik

dengan pemangku kepentingan yang dibangun secara berkelanjutan, baik oleh
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jajaran manajemen, para pemeriksa pada saat pemeriksaan, atau staf lain melalui

sarana kehumasan BPK.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
akan berupaya untuk terus membangun hubungan yang baik dengan para pemangku

kepentingan.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan

persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka
mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan
negara, antara lain melalui pengalihan pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi
daring (online) melalui e-/earning dan Learning Management System (LMS) sebagai
penyesuaian selama kondisi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam
meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana

prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama,
komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi
dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (online) antara lain penghematan

anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi

waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2
tahun (SPKN) dan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1
tahun (UU 5 2014)

2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun

untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut-off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi
mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September, maka
tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka
tanggung jawab diklat ada di Satker lama.
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Tabel 3.15 Capaian IKU 12
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Tahun

Pengembangan Kompetensi 2020 2021 2022 Wi

2023

Target 100% 100% 100% 70%

Realisasi *) 97,35% 100% 100% 94,78%
Capaian 97,35 100 100 105

Persentase Realisasi Tahun 2023 :
terhadap Target Tahun 2024 100% (8%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-12 pada Triwulan Ill Tahun 2023 adalah sebesar 94,78% dari target
sebesar 70%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Ketercapaian ini karena
komitmen seluruh pegawai untuk terus mengembangkan kompetensinya, juga
dukungan atasan langsung dan peran serta subbag SDM yang pro aktif dalam

melakukan monitoring jam diklat pegawai.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara
berkala akan melakukan monitoring jam diklat, mengadakan Diklat Pembekalan bagi
para Pemeriksa yang akan melaksanakan Pemeriksaan LKPD serta
mengikutsertakan diklat secara daring bagi Pemeriksa di sela-sela waktu diluar

kegiatan pemeriksaan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara rutin juga mengadakan
diklat bertema Kesekretariatan bagi para pegawai untuk mendukung kegiatan rutin

kesekretariatan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran
Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran,
penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja
atas aspek implementasi adalah evaluasi tigkat kinerja untuk menghasilkan
informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK

Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran

2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
3. Pencapaian output
4

Efisiensi
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Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam
rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada
Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga.

Tabel 3.16 Capaian IKU 13

. L Tahun
IKU 13 Tingkat Kinerja Wi/

Implementasi Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024

Target 87% 87,50% 88% 8850  89,70%

Realisasi *) 92,26% 91,21% 90,62% 88,59
Capaian 105 104,24 102,98 100,11
Persentase Realisasi Tahun 2023 5 5
terhadap Target Tahun 2024 hieh 0,66%
*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada Triwulan Il Tahun
2023 adalah sebesar 88,59% dari target sebesar 88,50%, sehingga capaiannya
sebesar 100,11.

Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai
pihak, terutama Subbag Keuangan dalam melakukan monitoring atas penyerapan

anggaran.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan
senantiasa berupaya memonitor anggaran dengan mempertimbangkan aspek
penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian penyerapan terhadap perencanaan,

fokus pada output serta efisiensi.

C. Analisis Efisiensi
Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2-Meningkatkan Kualitas
Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan
pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat
mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya
efiseiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi,
pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan teknologi informasi

a. Penggunaan aplikasi BPK di antaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL

memberikan manfaat efisiensi di antaranya efisiensi anggaran untuk ATK,

efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;
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b. Penggunaan aplikasi zoom meeting untuk melaksanakan komunikasi dengan
stakeholder atau rapat-rapat internal dapat mengefisiensikan anggaran
makan dan minum.

2. Pengelolaan BMN,

a. Adanya inovasi berupa pemusnahan arsip kelas 4, memberikan manfaat
berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;

b. Pemanfaatan fitur file sharing melalui jaringan internal BPK Perwakilan Jawa
Tengah meminimalisir ruang penyimpanan arsip hardcopy.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

a. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non
pemeriksaan

b. Penghapusan anggaran honorarium

4. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai

dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang

bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi

pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

D. Perubahan Budaya Kerja

Salah satu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengaplikasikan
penerapan nilai-nilai dasar tersebut adalah Jogo Konco yaitu saling menjaga antar
pegawai maupun antar unit kerja agar IIP terwujud serta saling menghargai dan
mendukung profesi sesuai tupoksi masing-masing pegawai maupun antar unit kerja
agar tercapainya sinergi, serta Jateng Produktif yaitu meningkatkan kerjasama antar
pegawai maupun antar unit kerja guna mewujudkan kinerja yang tinggi dengan
berpegang teguh pada IIP.

Penerapan I|IP saat ini di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah
dilaksanakan dengan baik, namun demikian penerapan IIP perlu terus dijaga dan
ditingkatkan dengan adanya upaya saling dukung dari seluruh pegawai maupun unit
kerja terkait. Dalam mewujudkan budaya kerja Jogo Konco dan Jateng Produktif,
dibentuk tim pengembangan dan penerapan budaya kerja. Tim ini melakukan
sosialisasi budaya kerja di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya:
1. Kristalisasi motto "Jogo Konco untuk Jateng Produktif" menjadi 3 perilaku
yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso dan Jogo Toto:
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2.

E. Realisasi Anggaran

a. Jogo Rogo: bersama-sama antar elemen pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah menjaga kondisi raga/badan yang sehat;

b. Jogo Roso: saling bekerja sama memberi suasana positif dan kenyamanan

bekerja, sehingga secara psikologis pegawai merasa aman, tenang dan

damai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja; dan

c. Jogo Toto: Mempedomani aturan sebagai penjabaran tata tertib sebagai

dasar pelaksanaan perilaku seluruh pegawai, baik yang berhubungan dengan

perilaku individu maupun perilaku yang berhubungan dengan kedinasan

serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai BPK Jateng ke seluruh pegawai.

Pada Triwulan Il Tahun 2023 anggaran yang telah terealisasi untuk mewujudkan
kinerja organisasi sebesar Rp37.852.437.214 (65,47%) dengan output sebanyak 541.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No

Keluaran

Realisasi

Anggaran

Anggaran

Prosentase

Output

Indikator
Kinerja

Pemeriksaan Keuangan
Negara dan Pemantauan
Penyelesaian Ganti
Kerugian

Rp 57.816.718.000

Rp 37.852.437.214

65,47%

541

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

Rp 27.085.689.000

Rp 19.153.955.363

70,72%

Layanan Prasarana Internal

Rp 278.668.000

Rp277.329.920

99,52%

Pemeriksaan Keuangan

LHP atas Banparpol pada
BPK Perwakilan Jawa
Tengah

Rp 686.963.000

Rp 686.602.576

99,95%

316

Bahan Perumusan
Pendapat Perwakilan

Rp 12.664.000

Sumbangan IHPS
Perwakilan

Rp 82.912.000

73.247.426

88,34%

Laporan Profil Entitas
Perwakitan

Rp 25.020.000

Laporan Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Rp 816.951.000

Rp 496.152.100

60,73%

36

IKU 3

Laporan Pemantauan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara/Daerah
BPK Perwakilan Jawa
Tengah

Rp 589.848.000

Rp 272.363.875

46,18%

36

IKU 3

Layanan Manajeman
Pemeriksaan pada
Perwakilan

Rp 1.110.423.000

Rp 447.032.521

40,26%

IKU 5
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Layanan Manajemen Rp 741.155.261

8 Internal Perwakilan Rp 1.619.202.000 45,77% 16
IKU 1
LHP BPK Perwakilan
9 Provinsi Jawa Tengah Rp 6.983.717.000 Rp 5.812.271.877 83,23% 36 IKU 2
FAF.U21 (A) IKU 4
: IKU 6
LHP Pendahuluan BPK
10 | Perwakilan Provinsi Jawa R B2 o080 R BAZLARL SR 90,73% 44
Tengah
LHP BPK Perwakilan oL
11 Provinsi Jawa Tengah Rp 12.618.096.000 Rp 4.469.440.466 35,42% IKU 2
FAF.U21 (G IKL-4
. (G) IKU 6
F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah diterima

sebagai Usulan Best Practice adalah “Manajemen Integrasi kalender Akun

bpk.go.id”. Hasil pelaksanaan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1.

G.

Informasi jadwal dan agenda kerja selalu update dan realtime

Sebelum menggunakan agenda yang terintegrasi, informasi atas jadwal acara di
kantor Perwakilan masih berada di unit kerja masing-masing, sehingga
menyulitkan koordinasi. Setelah menggunakan integrasi kalender, jadwal
kegiatan lebih terorganisir dan mempermudah koordinasi antar unit kerja dan
tamu.

Koordinasi menjadi lebih cepat karena menggunakan fitur yang sama

Dapat dipantau oleh semua pihak

Bagi internal pegawai, kegiatan dapat dipantau melalui gawai masing-masing;
bagi tamu eksternal, dapat melihat agenda yang akan/ sedang berlangsung

melalui layar TV yang terpasang di Lobby kantor perwakilan.

Perhargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.

O = o

Peringkat 1 pemanfaatan aplikasi kepegawaian Tahun 2023;

Peringkat 1 pengelolaan SKP Tahun 2023;

Peringkat Il pemutakhiran data kepegawaian Tahun 2023;

Terbaik | Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Tahun 2022;

Peringkat Terbaik Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Lingkup Kanwil Dirjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka
terselenggaranya good governance yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk
memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh
unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain
melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya
penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan
mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang
dioperasionalisasikan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam
PK Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah
ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2023, pencapaian Skor Kinerja BPK
pada Triwulan lll Tahun 2023 adalah sebesar 49,96. Untuk menyempurnakan skor
kinerja selama tahun 2023, diperlukan perbaikan di antaranya meningkatkan
kompetensi SDM pengelola kinerja, meningkatkan kualitas Laporan Hasil

pemeriksaan serta perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Triwulan Il Tahun
2023 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dalam membantu

pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.
Semarang, 310ktober 2023

Mengetahui ,

Kepa erwakilan

Hiari oho
NIP. 197710131999111001 NIP. 196810011996031003
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